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PROVINSI KTPT'LAUAIT RIAU

PERATT'RAIT BUPATI NATUNA
ITOUOR 35 TAIIUN 2017

TENTANG

KEtrTA.'IBAIT PEilYAIUPAIAN LITFORAIT KTKAYAAIY APARATT'R SIPTL
ITEGARA DI LIITGKI'ITGAIT PEMTRIITTAII DATRAII

KABUPATEIT ITATUNA

DEITGAIT RAIIUAT TT'HAIS YAITG TAIIA ESA

Menimbang : a.

BUPATI ITATUNA,

bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil
Negara yang bersih dan beruribawa serta bebas dari
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka
setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan
tugas jabatannya wqiib berbuat jujur, adil, terbuka
dan akuntabel;
bahwa dalam rangka pembangunan integritas
Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan

serta pemberantasan korupsi, perlu adanya
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewqiiban
Penyampaian Laporan Kekayaan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Natuna.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Beas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 53 Tahun L999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabrrpaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

Mengrngat : 1.

b.

c.

BUPATI NATUNA
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3.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 39021 sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun L999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, I(abupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor LO7, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a88O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2371;

Undang-Undang Nomor t2 Tahun 201.1 tentang
Pembenhrkan Peraturan Pemndang-undangan
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2074 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o^74 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587)
sebagaimana telatr diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O7O

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO nomor 74,
Tambahan knnbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135).

4.

5.

6.



Menetapkan

8. Peraturan Daeratr Kabupaten Nahrna Nomor 6
Tahun 201.6 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2OL6 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN
PENYAMPAIAN I,.APORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nahrna.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi

bagr p9Saw2* rlegeri 
"rprl 

dan pggayai . pemenpta{r _, . dengan
pedanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten
Natuna.

5. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selant'utnya
disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang
dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyampaian LHKASN dimaksudlran unhrk mencegah dan
rnenjauhkan ASN dari pmktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

(2) Penyampaian LHKASN bertujuan untuk membangun
integritas ASN sehingga tercipta ASN yang bersih dan
berwibawa.

BAB III

WA.IIB LArcR DAN JANGKA WAKTU
PENYAMPAIAN LHXASN

Bagian Kesatu
Urqiib Lapor LHKASN

Pasal 3

pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN.
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f
2) Dikecualikan dari kew4iiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bagi pejabat yang sudah masuk dalam wqiib lapor
I"aporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meliputi :

a. Pejabat Eselon II;
b. Epah Kantor;
c. _fgnjabat Eselon III;
d. Camat;
e. Auditor.

Bagian Kedua

Iangka Wakhr Penyampaian LHKASN

Pasal 4

Jangka wakhr penyampaian LHKASN yaihr :

a. paling lambat 1 (sattr) bulan setelatr pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;

b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan atau purna tugas.

BAB tV

TATA CARA

Pasal 5

(1) LHKASN disampaikan kepada Bupati melalui Inspekhrr Daerah.

(2) LHKASN difirangkan dalam formulir isian.

(3) Contoh, benhrk dan format formulir isian dan tata cara
pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantrrm dalam
Lampiran dan menrpakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1.) Inspektorat Daerah wa$ib melakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap LHKASN.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. mengawasi kepahrhan penyampaian LHI(ASN;
b. mengoordinasikan dengan Badan Kepegawaian

Daerah dalam rangfua;
c. melakukan verilikasi atas kewajaran LHKASN yang

disampaikan oleh wajib lapor;

d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verilikasi yang
dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;

e. melakukan pemeriksaan dengan ttrjuan tertentu jika
hasil klarilikasi mengindikasikan adanya ketidalrwajaran;

PARAF fiOORNIUAST. laporan pada setiap akhir tahun
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mengenai hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati
dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan
Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Bagr Wajib lapor LHKASN yang tidak melaksanakan kewqiibannya
dan pejabat di lingktrngan Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) yang membocorkan informasi tentang LHKASN dikenai sanksi
administratif berupa peninjauan kembali/penundaan/pembatalan
dalam jabatan dengan tahapan sesuai ketenhran Peraturan
pemndang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Perattrran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
I(abupaten Natuna.

di Ranai
tanggal 7 Agtrstus 1otT

TT

HATID RI,u,AL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal

SEXRBTARIS DAERAII
KABI'PATEil ITATI'NA.

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2OL7 NOMOR 35

FAT.'AF ltffi{"}ftntHA$l


